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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Balikpapan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

FITRI  AMALIA KOSASIH,  SE  alias  FITRI  AMALIA KOSASIH  binti  H  A

KOSASIH  HN  BESAR,  umur  34  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  Karyawati  Swasta,  tempat

kediaman di Jalan Telindung, RT. 87 No. 169, Kelurahan

Muararapak,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota

Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  sebagai

Penggugat;

melawan

HENDRO  IRIANTO  bin  FAISAL  AMIR, umur  41  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat

kediaman di Jalan Telindung, RT. 87 No. 169, Kelurahan

Muararapak,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

09  September  2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Balikpapan  pada  tanggal  11  September  2020  dengan  register  perkara

Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,

menikah pada tanggal 28 November 2017 sesuai dengan Kutipan
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Akta  Nikah  Nomor  0873/061/XI/2017  tanggal  28  November  2017

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di Jl Telindung No 169 RT 087 Kelurahan Muara

Rapak Kecamatan Balikpapan Utara. Dan tempat tinggal bersama

terakhir  adalah di  Jl  Telindung No 169 RT 087 Kelurahan Muara

Rapak Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

sudah  dikaruniai  1  orang  anak  laki-laki  yang  bernama:  Fathian

Kamayel  Irianto,  lahir  tanggal  05  November  2018.  Anak  tersebut

saat ini tinggal bersama Penggugat;  

4. Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sejak 4 Juli 2020 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;  

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

adalah : - Kondisi jarak jauh suami bekerja di Jakarta;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 13 Agustus 2020, di mana

pada saat itu terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat meminta

cerai,  yang  akibatnya  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah  ranjang

dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik 

7. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada

lagi  melakukan  hubungan  suami  istri  namun  Tergugat  masih

memberikan uang belanja kepada Penggugat;  

8. Bahwa  atas  keadaan  tersebut  Penggugat  sudah  berusaha

bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk merubah

sikap  dan  memperbaiki  keadaan  rumah  tangga,  sehingga

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan

rumah tangga bersama Tergugat;  
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9. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,

Penggugat  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh

karena  itu  Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke  Pengadilan

Agama Balikpapan;  

10. Bahwa  atas  diajukannya  perkara  ini,  Penggugat  siap

memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Balikpapan  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendro Irianto

bin Faisal Amir) terhadap Penggugat (Fitri Amalia Kosasih, SE alias

Fitri Amalia Kosasih binti H A Kosasih HN Besar) 

3.  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. 

       Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil adilnya.

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,  Penggugat

dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis

Hakim  telah  berupaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

dengan  memberi  nasehat  kepada  kedua  belah  pihak  berperkara  agar

dapat rukun kembali  dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami

isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan

memerintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  menghadap  Hakim

Mediator,  akan tetapi  berdasarkan laporan Hakim Mediator  menyatakan

bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat.
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Bahwa  karena  usaha  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat

tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang terdaftar  pada  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Balikpapan dengan Nomor : 1330/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 11

September  2020  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  di  pertahankan  oleh

Penggugat. 

      Bahwa  terhadap  dalil  gugatan  Penggugat  tersebut  di  atas,

Tergugat  di  persidangan  telah  memberikan  jawaban  secara  lisan  yang

pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat

dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat :

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  menyatakan

tetap  pada  gugatannya  semula  dan  selanjutnya  Penggugat  untuk

memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat

bukti tertulis berupa :

- Fotokopi   Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  0873/061/XI/2017

tanggal  28  Nopember  2017  yang dikeluarkan oleh  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Balikpapan  Utara  Kota  Balikpapan  Provinsi

Kalimantan  Timur,  bermeterai  cukup  dan  sesuai  dengan  aslinya

diberi tanda bukti P-.

      Bahwa  selain  bukti  tertulis  tersebut  Penggugat  juga  telah

menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; 

1. Sujarno  bin  Ruseni,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  tempat  kediaman  di  Jalan  Soekarno  Hatta  Km.23

RT.40 No.56 Kelurahan Karang Joang,  Kecamatan Balikpapan Utara,

Kota  Balikpapan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya

sebagai berikut :

     a.  Bahwa saksi  kenal  Penggugat  dan Tergugat  karena Penggugat

adalah ipar saksi.

     b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah

pada tahun 2017 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara,
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dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Jalan Telindung No.169 RT.87 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan

Utara  dan  dari  pernikahan  Penggugat  dengan Tergugat  tersebut

telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.

     c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik

dan  rukun  saja,  namun  sejak  bulan  Juli  2020  yang  lalu  rumah

tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

     d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena kondisi

berjauhan  tempat  tinggal  (Tergugat  bekerja  di  Jakarta)  yang

akhirnya  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  tanggal  13  Agustus

2020  dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan

tidak ada komunikasi lagi serta hingga sekarang.

     e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar

dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  sebagaimana

layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

     f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun

dalam  rumah  tangga,  karena  Penggugat  tetap  berkeras  ingin

bercerai dengan Tergugat.

2.  Haris Sutiono bin Kastam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Petani,  tempat  kediaman di  Jalan  Soekarno  Hatta

Km.23  RT.42  No.  Kelurahan  Karang  Joang,  Kecamatan  Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan

keterangan di  bawah  sumpah  secara  Agama  Islam  yang  pada

pokoknya sebagai berikut ;

      a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat

dan Tergugat adalah sepupu saksi.

     b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah

pada tahun 2017 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara,
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dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Jalan Telindung No.169 RT.87 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan

Utara  dan  dari  pernikahan  Penggugat  dengan Tergugat  tersebut

telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.

     c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik

dan  rukun  saja,  namun  sejak  bulan  Juli  2020  yang  lalu  rumah

tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

     d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena kondisi

berjauhan  tempat  tinggal  (Tergugat  bekerja  di  Jakarta)  yang

akhirnya  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  tanggal  13  Agustus

2020  dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan

tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang.

     e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar

dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  sebagaimana

layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

     f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun

dalam  rumah  tangga,  karena  Penggugat  tetap  berkeras  ingin

bercerai dengan Tergugat.

       Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak

mengajukan tanggapan apapun dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi

bukti  yang  diajukan  di  persidangan  serta  tetap  pada  pendiriannya dan

Tergugat  juga  menyatakan  tidak  ada  bukti  yang  akan  diajukan  di

persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini. 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  segala hal

sebagaimana yang tercatat  dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas.

       Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap

di  depan  persidangan  dan  Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk

merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali

dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak

berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk

merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut,  namun  berdasarkan

laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan mediasi juga tidak berhasil,

karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan

perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh

pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974

Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

       Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  gugatannya  telah

melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat

ini  rumah  tangganya  sudah  tidak  harmonis  /berantakan,  karena  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

yang  disebabkan  karena  kondisi  berjauhan  tempat  tinggal  (Tergugat

bekerja  di  Jakarta)  yang  akhirnya  puncak  pertengkaran  terjadi  pada

tanggal  13  Agustus  2020   dan  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah

tempat  tidur  dan  tidak  ada  komunikasi  lagi  hingga  sekarang,  maka

Penggugat  dalam  hal  ini  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

di  persidangan  telah  memberikan  jawaban  secara  lisan  yang  pada

dasarnya  telah  mengakui  dan  membenarkan  dalil  gugatan  Penggugat

(sebagaimana  telah  di  uraikan  di  atas),  danTergugat  menyatakan  tidak

keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; 
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       Menimbang,  bahwa bukti  P- (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  terjadinya  pernikahan

antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat

dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah  dan  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian  yang sempurna dan mengikat  dan dapat  diterima

sebagai bukti dalam perkara ini.

       Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat

sudah  dewasa  dan  sudah  bersumpah  menurut  tata  cara  agama  Islam,

sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana  diatur  dalam pasal  172

ayat  1  angka  4  R.Bg.  Kedua  saksi  Penggugat  tersebut  mengetahui

pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  tahun  2017  dan  sudah

punya anak 1 (satu) orang dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  tersebut sudah tidak rukun /tidak harmonis lagi,  karena sering

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkararan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  yang  disebabkan  karena  kondisi  berjauhan  tempat  tinggal

(Tergugat bekerja di  Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi

pada tanggal 13 Agustus 2020  dan Penggugat dengan Tergugat berpisah

tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang. Maka oleh

karenanya  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil

sebagaimana  diatur  dalam pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi

tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian  dan dapat  diterima sebagai  alat

bukti dalam perkara ini.

       Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  Penggugat  tersebut  telah

bersesuaian  dan  cocok/saling  menguatkan  antara  satu  dengan  lainnya

serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan

pasal 309 R.Bg, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk

menerima keterangan saksi tersebut.
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           Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas

(keterangan Penggugat dan Tergugat,  bukti  surat dan keterangan saksi-

saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  menikah  pada

tahun 2017 dan mempunyai anak 1 (satu) orang.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam

rumah tangga,  karena kondisi  berjauhan tempat tinggal  (Tergugat

bekerja di Jakarta) yang akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada

tanggal 13 Agustus 2020  dan Penggugat dengan Tergugat berpisah

tempat tidur dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang; 

3. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah sedemikian rupa keadaannya dan Penggugat tetap berkeras

ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin

dirukunkan lagi.

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka

dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat

dalam pernikahan yang sah.

2. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  tidak ada harapan lagi

untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

3. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

berkomunikasi  lagi  secara  baik  dan  tidak  pernah  melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Majelis  Hakim berpendapat  bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah  sedemikian rupa

keadaannya,  sehingga rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  tidak

mungkin  dapat  dipertahankan  lagi  serta  antara  keduanya  tidak  ada

harapan akan hidup rukun kembali. 

       Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim

selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali

Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras

ingin bercerai terhadap Tergugat;

       Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti

saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tidur serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup

rukun dengan Tergugat,  demikian pula yang disaksikan oleh para saksi,

maka  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  jika  rumah  tangga  sudah  sampai

kepada  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  sangat  sulit  untuk

dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahkan siapa yang menjadi sumber

keretakan  tersebut,  karena  apapun  masalahnya  jika  masih  dapat

diharapkan  rukun  lagi,  sumber  permasalahan  tidaklah  begitu  penting

dipersoalkan  kalau  kedua  belah  pihak  bersedia  untuk  hidup  rumun

kembali,  akan  tetapi  jika  yang  terjadi  sebaliknya,  masing-masing  pihak

berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan

lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang

menyatakan bahwa “dalam hal  perceraian tidak perlu di  lihat  dari  siapa

penyebab percekcokan,  atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain,

tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat

lagi  di  pertahankan,  maka  jalan  keluar  yang  lebih  maslahat  adalah

perceraian”.

        Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas,

terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  ketidak  harmonisan  dan  sangat  sulit  untuk  dirukunkan  kembali,

mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur

dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun

kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;  

            Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , maka

alasan perceraian  yang  didalilkan oleh  Penggugat  secara  yuridis  selain

terbukti  kebenarannya  juga  dipandang  beralasan  hukum,  karena  telah
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memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975   tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang

menyatakan:  “antara suami  dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan

dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam

rumah tangga”;.

Menimbang,  bahwa  selain  itu,  dilihat  dari  sudut  pandang  filosofi

perkawinan,  dimana  perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga  dan

rumah tangga yang bahagia dan kekal  lahir  batin  (sakinah,  mawaddah,

warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh

karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat

yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua

belah  pihak,  terutama  bagi  Penggugat,  dengan  demikian  demi  rasa

keadilan  dan  terciptanya  kepastian  hukum,  maka  jalan  perceraian

dipandang  alternative  terbaik  dan  lebih  mashlahat  (bermanfaat)  bagi

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  237  K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999  terdapat  suatu  kaidah

hukum ; “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain,

hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan

salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk  meneruskan  kehidupan  bersama

dengan  pihak  lainnya,  dipandang  sebagai  suatu  fakta  yang  telah

mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang

Perkawinan”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk

merukunkan Penggugat  dengan Tergugat  dengan memberikan  nasehat-

nasehat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
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sebagaimana layaknya suami  isteri,  akan tetapi  Penggugat  menyatakan

sudah  tidak  mau  lagi  mempertahankan  perkawinannya  /  tidak  mau

berkumpul lagi dengan Tergugat;  

Menimbang,  sehubungan  dengan  ke  angganan  Penggugat  untuk

rukun  kembali  dengan  Tergugat,  hal  ini  merupakan   sebuah  bentuk

kebencian Penggugat terhadap Tergugat; 

Menimbang,  Majelis  Hakim  memperhatikan  ketentuan  Pasal  70

Undang-undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang

menyatakan  :  “Pengadilan  setelah  berkesimpulan  bahwa  kedua  belah

pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,

maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”; 

      Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  perlu

mempertimbangkan dalil-dalil  berikut yang diambil  dan dijadikan sebagai

pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam  Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507

     yang   berbunyi : 

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغـبة عـدم وإذااشـتـد

طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap

suaminya  maka  Hakim  dibolehkan  menjatuhkan  talak  satu

suami.  

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :
                                                                  

اعتراف  الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا  الزوج أو
ليطاق اليذاء وكان

 بينهما الصلح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه 
بائنة طلقة طلقها
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Artinya  :  Maka  apabila  telah  tetap  gugatan  isteri  dihadapan  hakim

dengan  bukti  dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,

sedangkan  adanya  perihal  yang  menyakitkan  itu

menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara

keduanya,  dan  Hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua

belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

ba’in;

3.Kitab  Fiqhussunnah  Juz  II  halaman  ;  291  yang  diambil  alih  sebagai

pendapat Majelis Hakim yang artinya ; “Bagi isteri dapat menuntut cerai

dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri

dari  suaminya  dengan  talak  satu  ba’in,  jika  telah  nyata  adanya

kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri

itu tidak mungkin di damaikan”.

4. Dalam kitab Al-Mar’atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; “Dan

tidak ada manfa’at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua

orang  yang  saling  membenci,  terlepas  dari  masalah  apakah  sebab-

sebab  terjadinya  pertengkaran  itu  besar  atau  kecil,  namun  kebaikan

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga

antara suami dan isteri tersebut”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat

terbukti  beralasan  hukum,  maka  gugatan  Penggugat  tersebut  dapat

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No.  50  Tahun 2009,  maka biaya perkara  ini  harus  dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat  dan  memperhatikan  semua  ketentuan  perundang-

undangan  dan  peraturan  lainnya  yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan

perkara ini.

MENGADILI

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendro Irianto bin Faisal

Amir) terhadap Penggugat (Fitri Amalia Kosasih, SE alias Fitri Amalia

Kosasih binti H A Kosasih HN Besar) 

3.  Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

   Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah, oleh kami : Drs.

H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muh. Rifa’i. MH.

dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari

itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Mejelis  Hakim tersebut  yang dihadiri  oleh para Hakim Anggota,  dibantu

oleh  ILa  Pujiastuti,  S.H.I,.sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat;

    Ketua  Majelis;

  Hakim-Hakim Anggota
ttd.t      ttd

ttd.
          ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi
   Drs. Muh. Rifa’i.,M.H..

ttd.

          ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.      Panitera Pengganti
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ttd.
             ttd

     Nasma Azis.,S.Ag. 

Perincian biaya perkara:
 1. Pendaftaran Rp    30.000,-
2. Biaya proses Rp    50.000,-
3.
 4.

Biaya Panggilan
PNBP panggilan  

Rp
Rp

  625.000,-
   20.000,-

5. Redaksi Rp 10.000,-
6. Biaya meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 741.000,-
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